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ABSTRAK

Balik nama kendaraan bermotor merupakan suatu hal penting untuk identifikasi kendaraan. Akibat hukum dari tidak dilakukannya balik nama dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor beragam. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, di mana pembeli tidak segera melakukan proses balik nama setelah transaksi jual beli. secara umum balik nama merupakan pertukaran nama kepemilikan dari dokumen dari pemilik yang lama kepada pemilik yang baru. Akibat hukum tidak balik nama dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor berdasarkan rumusan masalah: 1). Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik     nama kendaraan? 2). Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat melaksanakan balik nama kendaraan?.  Jenis penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah bahan hukum primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan observasi perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif. 1). Pemilik kendaraan secara de jure masih merupakan pemilik yang lama, secara de facto merupakan milik pembeli yang baru. Pemiilik yang baru akan kesulitan dalam penyelenggaraan kewajiban administratif pajak serta akan dikenakan denda. 2). Pemerintah mengambil tindakan preventif dan represif untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor, seperti adanya Razia dan pemutihan denda pajak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya.[footnoteRef:1] Secara alami manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berbagai cara. Meskipun seseorang memiliki profesi fokus dimana dalam beberapa hal mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup tertentu, namun mereka tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain. Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli. [1:  Teuku Muttaqin dkk, 2020, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm. 33.] 

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.[footnoteRef:2] Pengertian jual beli secara umum merupakan perpindahan hak milik yang berupa barang atau harta kepada pihak lainnya dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dengan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut.[footnoteRef:3] [2:  Hanjoyo Bono Nimpuno, 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pandom Media, Jakarta, Hlm. 156.]  [3:  Soesilo, 2020, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Buana Press, hlm. 408.] 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dengan pembayarannya harus dibayarkan dengan uang. Jika pembayaran atas hak milik suatu barang tidak dibayarkan dengan uang, maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai jual beli, melainkan disebut sebagai barter atau tukar menukar.[footnoteRef:4] [4:  Veronika Nugraheni, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 11.] 

Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga jenis kebutuhan. Tiga jenis kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok hidup manusia, seperti kebutuhan makanan dan air. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan manusia yang menjadi pelengkap dari kebutuhan primer, seperti tempat tinggal serta bentuk desainnya. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan manusia yang mencakup barang mewah, salah satu contoh kebutuhan tersier yaitu transportasi. Semakin berkembangnya zaman sekarang ini, transportasi juga mengalami perkembangan dari penggunaan binatang sebagai alat transportasi menjadi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yaitu suatu jenis kendaraan yang memiliki mesin sebagai penggeraknya.
Secara umum syarat pembelian kendaraan bermotor baru yaitu adanya kelengkapan data atau identitas diri si pembeli seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).[footnoteRef:5] Sementara syarat pembelian secara khusus yaitu lampiran rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir untuk Lembaga pembiayaan serta bukti kepemilikan rumah serta melampirkan NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak). [5:  Erwan Hartawan, Syarat Beli Motor Cash dan Kredit, Begini Perbedaannya, https://www.motorplus-online.com/read/253638960/syarat-beli-motor-cash-dan-kredit-begini-perbedaannya, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.] 

Saat ini calon pembeli kendaraan bermotor tidak hanya membeli kendaraan baru, melainkan juga membeli kendaraan bekas. Dalam transaksi jual beli kendaraan bekas, pemerintah menyarankan untuk melakukan pembalikan nama kepemilikian kendaraan dari pemilik yang lama menjadi pemilik yang baru.
Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas dengan berbagai alasan. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas melakukan pembalikan nama kendaraan. Pendataan kendaraan ini dilaksanakan oleh pihak SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang bertugas sebagai pengelolaan pajak kendaraan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Salah satu yang menjadi alasan banyaknya kendaraan yang mati pajak yaitu masih banyak kendaraan yang belum melakukan balik nama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah[footnoteRef:6] balik nama kendaraan berfungsi sebagai perpanjangan STNK, agar data kendaraan dan data pemilik tidak terhapus dari data pemerintah daerah serta terhindar dari pelanggaran lalu lintas. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, namun kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan masih sangat sedikit. [6:  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah] 

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui akibat hukum dari peristiwa yang terjadi saat ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TIDAK BALIK NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR.”
B. Rumusan Masalah.	
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk173283269]Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik     nama kendaraan?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat  masyarakat melaksanakan balik nama kendaraan?
C. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk173283380]Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika tidak melakukan balik nama kendaraan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mau melakukan balik nama kendaraan.
D. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[footnoteRef:7] [7:  Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105] 

2. Sumber Data.
a. Data Primer.
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan jurnal.
b. Data Sekunder.
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan, termasuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menyediakan bahan-bahan hukum,[footnoteRef:8] seperti laporan dan sejenisnya. Data sekunder ini mencakup: [8:  Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.111.
] 

1. Bahan hukum primer terdiri dari:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Kendaraan.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
b. Dokumen.
c. Jurnal dan artikel.
3. Teknik Pengumpulan Data.
a. Studi Dokumen.
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur, buku-buku, bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan,[footnoteRef:9] karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.  [9:  Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.] 



4. Analisis Data.
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif.[footnoteRef:10] Analisis kualitatif adalah jenis analisis yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan data sekunder. Semua hasil penelitian terkait dengan undang-undang yang relevan. Kemudian dilakukan perumusan berbentuk penjelasan untuk selanjutnya dilakukan penarikan suatu simpulan yang menjadi respon atas pertanyaan didalam riset. [10:  Haris Hardiansyah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.] 
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